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a.

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah
daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan
pemerintahan daerah dengan berpedoman pada prinsip
tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

. Sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu

ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2015
~ 2019 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Pemerintah Kota Makassar.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahar. Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupater.-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
193},



7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan
Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Read Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun
2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2013 Nomor 7).
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.

2. Walikota adalah Walikota Makassar.

3. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar adalah rencana kerja

rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi
dalam kurung waktu S (lima) tahun mendatang.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota
Makassar,



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup peraturan ini meliputi Road Map Reformasi Birokrasi yang merupakan
tahapan atau aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan untuk setiap program dan
kegiatan, target capaian,/hasil, indikator pencapaiannya, pelaksana, penanggung

jawab, dukungan sumber-sumber daya yang dibutuhkan dan anggaran yang
diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.
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